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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 49/Permentan/OT.140/9/2011

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN

APARATUR DAN NON APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a

bahwa dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan
lingkungan strategis, globalisasi, desentralisasi, demokratisasi,
pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim, diperlukan
sumber daya manusia pertanian yang siap pakai, profesional,
inovatif, kreatif dan berwawasan global;

bahwa untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif,
efisien, berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan pelaku
utama pembangunan pertanian, diperlukan peningkatan
kapasitas dan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian
melalui pendidikan dan pelatihan pertanian;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar pengelolaan
pendidikan dan pelatihan pertanian dapat memenuhi kaidah-
kaidah yang baik dan benar, perlu menetapkan Pedoman
Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tamanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
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(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5170);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4214), juncto Keputusan Presiden Nomor 72
Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 11;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
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17. Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  33/Permentan/
OT.160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Rumpun [Imu Hayat Pertanian (RIHP);

18. Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  61/Permentan
/0T.140/10/2010 tentang Organisass dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Memperhatikan . Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
APARATUR DAN NON APARATUR.

Pasal 1
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur seperti tercantum
pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur.

Pasal 3
(1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non
Aparatur lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
(2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk
Keputusan/Peraturan Menteri.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 562
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